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ABSTRAK

Mengamati hukum pidana progresif yang sekarang, semakin terlihat berbagai upaya
untuk mengurangi nestapa yang diberikan sanksi pidana. Begitu juga sistem hukum
pidana di Indonesia yang terus bertransformasi demi menciptakan produk hukum
sesuai kebutuhan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP (KUHP 2023) sangat berbeda dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang KUHP (KUHP 1946) dalam hal cita-cita, nilai, asas, dan semangat nasional
yang mendasari produk hukum nasional tersebut. Tidak adanya pedoman
pemidanaan, memberikan konotasi bahwa KUHP 1946 tidak mengikuti ide
pemidanaan individual. Hal ini mengarah pada penargetan tindak pidananya saja,
mengabaikan pelaku kejahatan serta kepentingan korban dan masyarakat. Para
hakim kemudian hanya berkonsentrasi pada asas legalitas yang menekankan pada
perbuatan dan hukumannya. Seiring waktu pemidanaan seperti ini juga yang
menjadi penyebab over kapasitas lapas dan rutan di Indonesia. Permasalahan dari
skripsi ini adalah bagaimana penerapan ultimum remedium dalam pedoman
pemidanaan alternatif penjara menurut KUHP 2023 dan proyeksi penegakan
hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data
sekunder hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, pedoman pemidanaan
alternatif penjara telah memuat ultimum remedium dalam Pasal 57 dengan
mewajibkan hakim mengutamakan penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan jika
diancamkan secara alternatif dan telah memenuhi tujuan pemidanaan. Pemidanaan
alternatif penjara diputuskan setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 51-54 dan
Pasal 70. Pedoman pemidanaan juga dengan cermat telah membatasi kapan pidana
alternatif dapat digunakan dan sebaliknya kapan penjara menjadi primum
remedium. Beberapa proyeksi tantangan yang akan dihadapi penegakan hukum
pidana alternatif penjara yaitu kecilnya kesempatan menggunakan pidana alternatif
penjara, belum dibentuknya Peraturan Pemerintah dan pembaharuan KUHAP,
ketentuan minimal denda sebagai alternatif penjara terlalu besar, pandangan aparat
dan masyarakat, kesiapan sarana prasarana dan jumlah penegak hukum, anggaran,
koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat.

Kata kunci: ultimum remedium; pedoman pemidanaan; pidana alternatif penjara.
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ABSTRACT

Observing the current progressive criminal law, there are increasingly visible
efforts to reduce the pain given by criminal sanctions. Likewise, the criminal law
system in Indonesia continues to transform in order to create legal products
according to the needs of the Indonesian people. Law Number 1 Year 2023 on
Criminal Code (KUHP 2023) is very different from Law Number 1 Year 1946 on
Criminal Code (KUHP 1946) in terms of ideals, values, principles and national
spirit underlying the national legal product. The absence of sentencing guidelines
provides a narrative that the 1946 Criminal Code does not follow the idea of
individualized sentencing. This leads to the targeting of the criminal offense alone,
ignoring the perpetrators as well as the interests of victims and society. Judges then
only concentrated on the principle of legality which emphasized the act and the
punishment. Over time, this type of punishment has also become the cause of the
overcapacity of prisons in Indonesia. The promblems of this research is how the
application of ultimum remedium in alternative sentencing guidelines according to
the Criminal Code 2023 and the projection of its law enforcement. This research is
a normative research that uses secondary data from literature study. Based on the
results of the research, the prison alternative punishment guideline has contained
the ultimum remedium in Article 57 by requiring judges to prioritize the imposition
of a lighter principal punishment if threatened alternatively and has fulfilled the
objectives of the punishment. The alternative punishment of imprisonment is
decided after considering the provisions of Articles 51-54 and 70. The sentencing
guidelines have also carefully limited when alternative punishment can be used and
vice versa when imprisonment becomes the primum remedium. Some projected
challenges that will be faced by the law enforcement of alternative punishment are
the small opportunity to use alternative punishment of imprisonment, the absence
of Goverment Regulation (Peraturan Pemerintah) and renewal of KUHAP, the
minimum provision of fines as an alternative to imprisonment is too high, the views
of the authorities and the community, the readiness of infrastructure and number of
law enforcers, budget, inter-agency coordination and community involvement.

Keywords: ultimum remedium; sentencing guidelines; alternative punishment.
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